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KATA PENGANTAR

Keterbukaan informasi publik merupakan suatu kewajiban yang harus
dipraktekkan oleh Badan Publik dengan memberikan akses yang mudah bagi
masyarakat dalam memperoleh informasi sesuai dengan yang diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik yang
mengatur bahwa badan publik, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan R,
memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi publik yang akurat,
faktual, dan tidak menyesatkan serta sesuai dengan standar yang telah

ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam rangka mengimplementasikan keterbukaan informasi publik tersebut,
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengelolaan Informasi
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPISDKP) Kementerian Kelautan dan
Perikanan memberikan layanan informasi kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya
dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta berupaya menerapkan Layanan
Prima kepada semua pemohon, baik permohonan informasi yang disampaikan
melalui aplikasi e-PPID, pemohon yang datang langsung ke ruangan pelayanan PPID
BPISDKP, maupun melalui surat elektronik. Untuk memastikan layanan tersebut
berjalan sesuai dengan ketentuan dan terus mengalami perbaikan, BPISDKP secara
berkala melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja PPID serta
menindaklanjuti hasilnya dalam bentuk perbaikan layanan.

Terkait pelaksanaan layanan informasi tersebut, PPID BPISDKP Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP) menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi Layanan
permohonan informasi PPID Periode Semester | (Januari - Juni) Tahun 2025 di
lingkungan internal BPISDKP pada tanggal 30 Juni 2025. Semoga laporan ini dapat
menjadi bahan evaluasi demi menjaga dan meningkatkan kualitas layanan informasi
publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Atas kerja
sama semua pihak yang membantu tersusunnya laporan ini diucapkan terima
kasih.

Jembrana, 2 Juli 2025
Kepala PPID Pelaksana BPISDKP

Ditandatangani
Secara Elektronik
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28F menyatakan bahwa “setiap

orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyampaikan, mengolah, dan menyampiakan informasi
dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Ketentuan ini merupakan
dasar hak atas kebebasan informasi dan komunikasi yang tertuang melalui
Undang-undang Keterbukaan informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 tahun 2008 yang
mengatur mengenai kewajiban Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi
publik secara cepat, mudah, dan wajar. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh
dengan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana, serta kewajiban setiap
satuan kerja layanan publik dituntut untuk mengumumkan informasi yang dikuasai,
menyediakan informasi yang diminta, memberikan pelayanan informasi secara
maksimal dan melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik
secara baik.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good govermance),
keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat
dipisahkan dari fungsi satuan kerja layanan publik atau institusi pemerintahan. Salah
satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan
adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Sebagai
sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan
dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan
pemerintahan, melalui keterbukaan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk
berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Mengingat informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dalam
pengembangan pribadi maupun lingkungan sosial dan sebagai bentuk pertahanan
nasional, memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia yang dimiliki setiap
orang tanpa terkecuali, selain itu keterbukaan informasi publik merupakan salah satu
ciri penting terbentuknya Negara demokratis. Atas dasar itulah pemerintahan telah
mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang
pembentukan Keterbukaan informasi Publik (UU KIP) pasal 26 ayat (1) huruf b,
bahwa Komisi informasi bertugas menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi
publik. Sebagai wujud dari pelaksanaan tugas tersebut, Komisi informasi telah
mengeluarkan Peraturan Komisi informasi (PerKl) Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan informasi Publik (SLIP), sebagaimana telah diubah melalui PerKIl |
Tahun 2021 tentang Standar Layanan informasi Publik (SLIP).



Berkenaan dengan hal tersebut, untuk melihat sejauh mana pelaksanaan
PerKl SLIP, Komisi informasi Pusat (KIP) memiliki kewenangan melakukan evaluasi
pelaksanaan layanan informasi publik oleh badan publik 1 (satu) kali dalam setahun.
Hal ini tertuang dalam Pasal 37 ayat (1) PerKl SLIP. Sejak tahun 2013, KIP telah
melakukan evaluasi keterbukaan informasi publik. Evaluasi yang dilakukan tersebut
menghasilkan nilai, peringkat, dan kualifikasi keterbukaan informasi publik suatu
badan publik yang memberikan gambaran utuh tentang bagaimana PPID badan
publik melaksanakan kewajibannya. Hal ini menjadi potret kondisi kekinian dari
keterbukaan informasi publik di masing-masing Kementerian/Lembaga. Berdasarkan
hasil evaluasi tersebut, setiap badan publik diharapkan dapat menyusun peta jalan
untuk memperbaiki kualitas pelayanan informasi publiknya di masa yang akan

datang.



1.2 PPID Balai Pengelolaan Informasi SDKP

Sebagai upayah mewujudkan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat
dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi yang disingkat PPID. Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan membentuk PPID untuk mewujudkan Transparansi publik
dengan menyediakan dan memberikan akses informasi yang akurat, benar, Dengan
keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan
informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

Pelaksanakan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di Balai Pengelolaan
Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sesuai surat Tugas nomor Nomor
B.757/BPISDKP/KP.440/V1/2025 berikut Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di BPISDKP.

KETUAFFID
Dr. AdiWijaya, 5.Pd, M.Si

FPETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Made Agus Dwipayana, S.E

Eko Susilo, 5.Fi.

Ridla Kumara Hadi, 5. Kom, M.Eng.
Dr. Eng. Amandangi Wahyuning Hastuti, 51K, M.Eng.
Endah Mulyastuti 5.E.

Berta Berlian Borneo, 5.5i, M.O

| Myoman Suastawan, 5.E

| Komang Darmawan, S.Kom.

. Amilia Ulfa, 5. Kom.

10. | Gede Adi Swastana, S.Kel

11. Deva Bimatama Futra, 5. Kel

12. Mahardian Intan Prawitasari, A.Md
13. NiPutu Delviasari, 5.AK

= =

A. Tugas dan Fungsi

Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Balai Pengelolaan Informasi Sumber

Daya Kelautan dan Perikanan (BPISDKP), memiliki tujuan untuk:

1.

Mewujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia Informasi Publik
dengan pemohon dan pengguna Informasi Publik;
Mewujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia Informasi Publik

dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.



Prinsip pelayanan Informasi Publik meliputi:
Informasi Publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan efisien;
Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan melalui satu pintu; Penyajian Informasi
Publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang
disediakan PPID.

Jenis Informasi Publik di lingkungan Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya

Kelautan dan Perikanan (BPISDKP), meliputi:

1.

2
3.
4

Informasi Publik yang Waijib Disediakan dan Diumumkan secara berkala;
Informasi Publik yang waijib diumumkan secara serta merta;
Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat; dan

Informasi Publik yang Dikecualikan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 tahun 2023

tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan

dan Perikanan, PPID mempunyai tugas:

a.

melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan

PPID Pelaksana;

menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik dengan

dukungan anggaran yang memadai;

menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID

Pelaksana dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik; menugaskan Petugas

Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana;

menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik; mengonsolidasikan

proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian,

penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;

mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di

Unit Organisasi Eselon [/UPT/LPMUKP;

mengoordinasikan;

1) Pengumpulan seluruh Informasi Publik;

2) Pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien
dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;

3) Pemberian dan penyampaian Informasi Publik di lingkungannya agar berjalan
dengan baik;

membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan

kewenangannya;

menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk

dipublikasikan untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;



membantu PPID Kementerian melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi
yang dikecualikan;

melakukan Pengujian Konsekuensi untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;

membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses
oleh publik;

menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik;
memenuhi Permintaan Informasi Publik dari PPID Kementerian;

melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi
Publik guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;

melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi
Publik yang dilakukan oleh PPID Unit Organisasi Eselon | kepada PPID UPT dan
PPID LPMUKP;

memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon; memberikan
alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi
Publik ditolak;

melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi yang Dikecualikan dan
memberikan alasannya;

menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang
Dikecualikan, untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;

dan menyusun Laporan Layanan Informasi Publik.

Dalam melaksanakan tugas, PPID Pelaksana memiliki kewenangan:
melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan
atasan PPID Pelaksana;

menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan
setelah mendapat persetujuan tertulis atasan PPID Pelaksana untuk PPID Unit
Organisasi Eselon I;

melaksanakan arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Unit Organisasi
Eselon I;

meminta klarifikasi kepada PPID UPT, PPID LPMUKP, dan/atau Petugas Pelayanan
Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;

menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara
tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan
atau rahasia; dan

melaksanakan  wewenang lain  sesuai dengan  ketentuan  peraturan

perundang-undangan.
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B. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU
KIP)

b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang Tahun 2010
tentang Keterbukaan Informasi Publik

c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang
Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan
dan Perikanan

d. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2025 Tentang Nama Layanan Publik Dan Produk Layanan Publik Di Lingkungan
Kementerian Kelautan Dan Perikanan

e. Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian
Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2024, tentang Klasifikasi informasi Publik
yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

f.  Peraturan Komisi Informasi Tahun 2021 tentang Standar Layanan informasi Publik

g. Peraturan Komisi Informasi Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi

Keterbukaan informasi Publik

C. Ruang Lingkup

Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu ciri penting negara demokratis
yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, yang pada dasarnya bertujuan untuk
mewujudkan good governance. Pengelolaan informasi publik yang baik merupakan
salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat yang sadar akan informasi. Baik
dari segi pemohon informasi, dimana harus dilakukan sesuai dengan aturan dan
kaidah yang ditetapkan. Keterbukaan informasi publik menjadi peluang masyarakat
untuk meningkatkan peran serta dalam penyelenggaraan negara, mendorong untuk

pengolahan pelayanan informasi semakin lebih baik.

D. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dan manfaat monitoring dan evaluasi PPID BPISDKP mencakup seluruh

aspek pengelolaan layanan informasi publik, antara lain:

1. Kelembagaan PPID — mencakup struktur, tugas, dan fungsi PPID di lingkungan
BPISDKP.

2. Dokumentasi dan Arsip Informasi — ketersediaan, keterbaruan, serta
keteraturan dokumen yang waijib diumumkan, diumumkan secara serta-merta,

dan tersedia setiap saat.
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Layanan Permohonan Informasi — mencakup mekanisme, kecepatan layanan,
kualitas respon, serta tindak lanjut permohonan informasi.

Sumber Daya Manusia — mencakup kompetensi, pemahaman, dan kesiapan
petugas PPID dalam memberikan layanan informasi publik.

Pemanfaatan Teknologi Informasi — optimalisasi website PPID dan aplikasi
e-PPID sebagai sarana utama keterbukaan informasi publik.

Pengawasan dan Evaluasi — tindak lanjut hasil monitoring, masukan, serta

rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan.

12



PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Mekanisme Pengajuan Informasi Publik

Dalam menerima dan menindaklanjuti permintaan informasi, BPISDKP

menerima permohonan informasi melalui saluran yang ada, diantaranya;

1.

Permintaan informasi Secara Offline, yaitu pemberian informasi yang dilakukan
secara langsung melalui tatap muka dengan pihak terkait, dan melalui surat
menyurat secara resmi.

Permintaan informasi Online melalui saluran daring resmi, yaitu permintaan

informasi yang disampaikan oleh stakeholder  terkait melalui

https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-pengelolaan-informasi-sumber-daya-kelautan-dan-

perikanan/layanan-informasi/permohonan-audiensi/
Permintaan informasi secara medsos, selain saluran permintaan online yang

resmi, BPISDKP juga memiliki sejumlah saluran komunikasi online lainnya
yang kebanyakan berbasis media sosial seperti Twitter, instagram, maupun

Whatsapp.

2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi

yang datang langsung, Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi BPISDKP

menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan fasilitas sarana dan

prasarana yang ada saat ini sebagai berikut:

1.
2.

© N o O bk w

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Satu set meja kerja beserta kursi petugas pelayanan;

Satu set meja dilengkapi 1 PC terkoneksi ke jaringan internet yang disiapkan
khusus bagi pencari informasi yang datang langsung;

Satu unit printer scanner

Satu line Telepon 0365 4266

Satu set lemari parmer dan dokumen

Satu dispenser untuk pemohon informasi

Satu set meja dan kursi untuk ruang tunggu pemohon informasi
Satu Televisi untuk untuk ruang tunggu pemohon informasi
Buku tamu permohonan informasi

Formulir permohonan informasi

Formulir keberatan informasi publik

Website ppid.kkp.go.id

Whatsapp Bisnis layanan kehumasan BPISDKP 087888999135
satu alat bantu kursi roda

Banner Informasi terkait dengan layanan PPID

Ruang Konsultasi untuk pemohon informasi
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B_?,lSP_gE BPISDKP

Gambar 2. Ruang Tunggu BPISDKP
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BPISDKP

Gambar 3. Sarana Komputer untuk pemohon Informasi

BRISDK?P

Gambar 4. Fasilitas untuk disabilitas dan Ruang konsultasi
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ALUR PERMOHONAN
INFORMAS! PUBLIK

Jam PELAYANAN

@
BPISDKP

Gambar 5. Banner Informasi terkait dengan layanan PPID

Fasilitas Sarana dan Prasarana BPISDKP lebih lengkap dapat dilihat pada link

video dokumentasi berikut:

https://drive.qooale.com/file/d/15v5bpval4unyvSLXHJYEPUY mqg9thZ5x/view?us
=sharing

2.3 Analisis Pelaksanaan
A. Permohonan Informasi Publik

Pada periode Januari hingga Juni 2025, tidak terdapat permohonan informasi
yang masuk ke PPID BPISDKP. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme
pelayanan informasi publik belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
Hal tersebut dapat disebabkan oleh masih rendahnya tingkat pemahaman
masyarakat mengenai keberadaan dan fungsi PPID BPISDKP, serta keterbatasan

publikasi dan sosialisasi terkait prosedur permohonan informasi publik.

Situasi ini sekaligus menjadi tantangan bagi PPID BPISDKP untuk lebih
meningkatkan strategi komunikasi, memperluas jangkauan sosialisasi, serta
memastikan menu PPID di website dan kanal layanan lainnya mudah diakses,

dipahami, dan diketahui oleh masyarakat luas.
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MATRIKS REKAP PERMOHONAN INFORMASI PPID KKP
PERIODE SEMESTER | 2025

No  |Bulan Jumlah Pernchon Permlnt.aan Data - Alasan Ditolak Waktu Penyelesaian Bentuk Informasi -
Jurlah Data | Diterima | Ditolak Cetak Rekam Online
Januari 0 0 0 0 0 0
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Total

[=al R = VRN SR N
(=] [=] [=1[=1=]
=1 =1 =1 =1
(=] [=] [=1[=1=]
=1 =1 =1 =1

[=1 [=3E=1{=]

[=] =1 {=1 =]

Tabel 1. Matrik rekap permohonan Informasi Publik BPISDKP tahun 2025

B. Pengajuan Keberatan

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, selama periode Semester |
Tahun 2025 PPID BPISDKP tidak menerima pengajuan keberatan atas permintaan
informasi publik. Hal ini dikarenakan belum terdapat permohonan informasi yang
diajukan oleh masyarakat kepada PPID BPISDKP. Dengan demikian, tidak adanya
permohonan keberatan pada periode ini lebih merefleksikan kondisi nihil

permohonan informasi.

C. Kendala Internal dan Eksternal

Pelaksanaan layanan informasi publik PPID di BPISDKP, dalam
pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi
optimalisasi kinerja PPID. Secara internal, kendala yang dihadapi antara lain
keterbatasan pemahaman sebagian pegawai mengenai tugas dan fungsi PPID,
belum maksimalnya koordinasi antar-unit dalam penyediaan data dan informasi,
serta keterbatasan sumber daya manusia yang secara khusus menangani layanan

informasi publik.

Secara eksternal, kendala yang dihadapi diantaranya masih rendah tingkat
pemahaman masyarakat mengenai prosedur permohonan informasi publik,
keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi oleh sebagian pemohon, serta
minimnya sosialisasi langsung kepada publik sehingga tingkat partisipasi
masyarakat dalam memanfaatkan layanan informasi publik masih relatif rendah.

Berikut kendala internal dan eksternal yang terjadi antara lain:

1.  Kendala Internal
a. Belum optimalnya pelaksanaan layanan PPID di BPISDKP
b. Belum terbentuknya pemahaman yang sama terhadap penentuan
klasifikasi jenis informasi yang dikecualikan;
c. Kurangnya pemahaman petugas pengelola PPID tentang permohonan

informasi publik secara menyeluruh
17



d. Kurang optimalnya sistem pengelolaan data dan informasi publik secara
baik di BPISDKP

e. Belum optimalnya sarana, prasarana serta sumber daya manusia dalam
mendukung kinerja pelayanan informasi publik di BPISDKP

f. Belum terlaksananya proses Standar layanan Publik di lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan

g. Belum disusunnya SOP keterbukaan Informasi Publik lingkup BPISDKP

2. Kendala Eksternal

Kurangnya pemahaman masyarakat atau pemohon informasi, bahwa
telah disediakannya website terkait dengan permohonan informasi publik

terutama di lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan.
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan informasi
publik pada periode Januari—Juni 2025 yang telah dilaksanakan pada tanggal 30
Juni 2025, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan PPID di BPISDKP masih perlu
ditingkatkan. Tidak adanya permohonan informasi yang masuk selama periode
tersebut menunjukkan bahwa layanan PPID belum sepenuhnya diketahui dan

dimanfaatkan oleh masyarakat.

Selain itu, masih terdapat sejumlah kendala baik internal maupun eksternal
yang mempengaruhi optimalisasi layanan, seperti keterbatasan pemahaman
pegawai terkait tugas dan fungsi PPID, keterbatasan SDM, serta rendahnya
pemahaman masyarakat mengenai prosedur permohonan informasi publik. Oleh
karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui peningkatan kapasitas SDM,
optimalisasi menu PPID pada website, penguatan koordinasi antar-unit kerja, serta
peningkatan sosialisasi dan publikasi layanan informasi publik agar prinsip
keterbukaan  informasi  dapat terwujud sesuai dengan  ketentuan

perundang-undangan.

3.2 Rekomendasi dan saran tindak lanjut
1) perlu dilakukannya monitoring secara berkala terkait dengan pengelolaan

informasi publik BPISDKP guna mendorong kepatuhan terhadap
keterbukaan informasi di lingkungan KKP tetap terimplementasi dengan
baik.
2) Perlu diadakannya pelatihan dan pendampingan bagi petugas pengelola
PPID untuk pemahaman tentang PPID yang lebih optimal
3) Pada bagian menu PPID di website agar dapat diketahui dan diakses oleh
masyarakat luas. Dengan adanya pembaruan dan kelengkapan data tersebut,
diharapkan transparansi informasi publik di lingkungan BPISDKP dapat
semakin meningkat serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam
memperoleh informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1. Perubahan Data Pejabat
a. Mengganti nama Kepala Balai sesuai contoh dari BP3 Banyuwangi.
b. Memperbarui penetapan standar biaya yang masih tercantum atas
nama Kepala Balai sebelumnya.

c. Menambahkan biografi terbaru Kepala Balai.
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2. Dokumen Administratif
a. Upload SK Petugas PPID BPISDKP Tahun 2025.
b. Upload SK PPID KKP Tahun 2025 beserta regulasi KKP terkait.
3. Pelayanan Informasi Publik
a. Upload data pelayanan informasi publik Tahun 2025.
b. Upload mekanisme pelayanan informasi dengan urutan sesuai contoh
KKP.
c. Membuat ulang Maklumat PPID dalam bentuk sederhana dan mudah
dipahami.
d. Menyusun SOP PPID BPISDKP sesuai ketentuan eselon |I.
4. Petugas Layanan
a. Mengikuti pelatihan pelayanan publik yang disediakan oleh
e-milia.kkp.go
b. Mengunggah daftar petugas layanan terbaru,
5. Pengelolaan Informasi Publik
a. Menyusun Daftar Informasi yang Dikecualikan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.
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KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL
BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA

m <
5\ K KELAUTAN DAN PERIKANAN
S, & JALAN SEACORM KM.2, KEC. JEMBRANA, KAB. JEMBRANA, BALI 82218
Dyt TELEPON (0365) 44266 (
LAMAN www. kkp.go.id, SUREL bpisdkp@kkp.go.id

Nomor : B. 92§/BPISDKP/TU.330NI/2025 26 Juni 2025
Sifat . Biasa
Lampiran . Satu Lembar
Hal : Undangan Monev Layanan Informasi Publik PPID BPISDKP

Yth. (Daftar Terlampir)

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi
Pengelolaan Layanan Informasi PPID, diperlukan adanya rapat pembahasan,
pemantauan, dan pengelolaan PPID periode Semester | 2025.

Untuk itu, mohon kehadirannya pada:

hari, tanggal - Senin, 30 Juni 2025

pukul - 09:30 WITA - selesai

tempat : Ruang Rapat Utama Gedung Manajerial

agenda : Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi Publik PPID
BPISDKP

PIC Rapat : Kepala Sub Bagian Umum

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.
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Lampiran

Nomor : B.92S /BPISDKP/TU.330/VI1/2025

Tanggal : 26 Juni 2025

DAFTAR NAMA PEGAWAI YANG DIUNDANG

Kepala Subbagian Umum

Ketua Kelompok Kerja Layanan Data dan Informasi Geospasial
Ridla Kumara Hadi

Amandangi Wahyuning Hastuti

Endah Mulyastuti

Berta Berlian Borneo

I Nyoman Suastawan

I Komang Darmawan

Amilia Ulfa

. | Gede Adi Swastana

. Deva Bimatama Putra

. Mahardian Intan Prawitasari
. Ni Putu Delviasari
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K@H\T&\é;_-‘a: Pengelolaan Informasi

Jaya Kelautan dan Perikanan,



BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA

KELAUTAN DAN PERIKANAN
PUSAT DATA STATISTIK DAN INFORMASI

'& SEKRETARIAT JENDERAL

W™ KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOTULA
Rapat : Monitoring dan Evaluasi PPID
Hari/Tanggal : Senin, 30 Juni 2025
Waktu : 08.30 WITA — selesa
Tempat : Ruang Rapat Gedung Manajerial
Agenda : Pembahasan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan PPID BPISDKP
Pimpinan Rapat : Kepala Balai
Notulis : Amilia Ulfa
Peserta . Seluruh Anggota Pelaksana PPID
PEMBUKAAN

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Semester Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Balai Pengelolaan Informasi dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPISDKP)
dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai kinerja pelaksanaan layanan informasi publik
selama periode berjalan. Kepala Balai menekankan pentingnya pelaksanaan evaluasi rutin

sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja layanan informasi publik

PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil Monev Pada Kegiatan layanan informasi publik PPID semester 1 2025
masih ada beberapa poin kendala dalam dalam meningkatkan layanan informasi

yang lebih prima baik kendala internal dan eksternal, antara lain:

1. Kendala Internal

¢ Belum optimalnya pelaksanaan layanan PPID di BPISDKP

o Belum terbentuknya pemahaman yang sama terhadap penentuan
klasifikasi jenis informasi yang dikecualikan;

e Kurangnya pemahaman petugas pengelola PPID tentang
permohonan informasi publik secara menyeluruh

e Kurang optimalnya sistem pengelolaan data dan informasi publik
secara baik di BPISDKP
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e Belum optimalnya sarana, prasarana serta sumber daya manusia
dalam mendukung kinerja pelayanan informasi publik di BPISDKP

e Belum terlaksananya proses Standar layanan Publik di lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan

e Belum disusunnya SOP  keterbukaan Informasi  Publik  lingkup
BPISDKP

2. Kendala Eksternal

e Kurangnya pemahaman masyarakat atau pemohon informasi,
bahwa telah disediakannya website terkait dengan permohonan
informasi publik terutama di lingkungan Kementerian Kelautan Dan

Perikanan

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, dapat disimpulkan bahwa pemahaman mengenai
pengelolaan PPID dilingkungan BPISDKP belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan
oleh masih terbatasnya pemahaman sebagian pegawai terhadap tugas, fungsi, serta

mekanisme kerja PPID.

Keterbatasan pemahaman tersebut berdampak pada pelaksanaan layanan informasi publik
yang belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang diharapkan. Oleh karena itu,
diperlukan langkah tindak lanjut berupa peningkatan kapasitas SDM melalui sosialisasi,
pelatihan, dan pendampingan teknis agar pengelolaan PPID dapat berjalan lebih efektif dan

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

UMPAN BALIK

Berikut catatan yang perlu ditindaklanjuti untuk monev selanjutnya, terutama pada bagian

menu PPID di website agar dapat diketahui dan diakses oleh masyarakat luas. Dengan
adanya pembaruan dan kelengkapan data tersebut, diharapkan transparansi informasi publik
di lingkungan BPISDKP dapat semakin meningkat serta memberikan kemudahan bagi

masyarakat dalam memperoleh informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Perubahan Data Pejabat
¢ Mengganti nama Kepala Balai sesuai contoh dari BP3 Banyuwangi.
¢ Memperbarui penetapan standar biaya yang masih tercantum atas nama Kepala
Balai sebelumnya.
¢ Menambahkan biografi terbaru Kepala Balai.
2. Dokumen Administratif
o Upload SK Petugas PPID BPISDKP Tahun 2025.
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e Upload SK PPID KKP Tahun 2025 beserta regulasi KKP terkait.
3. Pelayanan Informasi Publik
e Upload data pelayanan informasi publik Tahun 2025.
¢ Upload mekanisme pelayanan informasi dengan urutan sesuai contoh KKP.
e Membuat ulang Maklumat PPID dalam bentuk sederhana dan mudah dipahami.
¢ Menyusun SOP PPID BPISDKP sesuai ketentuan eselon I.
4. Petugas Layanan
e Mengikuti pelatihan pelayanan publik yang disediakan oleh e-milia.kkp.go
¢ Mengunggah daftar petugas layanan terbaru,
5. Pengelolaan Informasi Publik
e Menyusun Daftar Informasi yang Dikecualikan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

Selain itu, apabila memungkinkan, pada kegiatan Monev berikutnya BPISDKP dapat
mengundang narasumber dari unit kerja pemenang Pengelolaan PPID terbaik di KKP,
misalnya BPPP Banyuwangi. Kehadiran narasumber tersebut diharapkan dapat memberikan
wawasan, dan berbagi pengalaman terkait dengan pengelolaannya, serta dapat memberikan

inspirasi bagi peningkatan kualitas layanan informasi publik di BPISDKP.

Jembrana, 1 Juli 2025
Notulis,

Amilia Ulfa
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